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ABSTRAK : Bahwa dalam rangka meningkatkan peranan dan fungsi koordinasi 
kehumasan antara Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan 
Umum Provinsi Jawa Tengah, dan Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten Temanggung serta peranan dan fungsi koordinasi antara 
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung dengan 
Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung maka perlu dibentuk 
Badan Koordinasi Kehumasan di Lingkungan Komisi Pemilihan 
Umum Kabupaten Temanggung. 
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Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2018 Nomor 193);Peraturan Komisi Pemilihan 
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